Memm‘bang
ahwa’ upaya untuk melancarkan keglatan ekspor produk

e PER]Z/ZOO? (BN No. 7485 hal.. 58-105) belum dapat
" memenuhi sasaran; - - -

- b. bahwa kriteria teknis yang dlgunakan untuk menentukan

produk industri kehutanan tertentu vang dapat diekspor

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Republik: Indonesia Nc;mor 09/M-DAG/PER/

2/2007 dalamperkembangannya-sudah tidak sesuai .

. ¢ denigan Koridisizyang ada-sehingga hatus diubah;
¢ bahwassehiibuigaiis dengan‘ihal tersebut dalam huruf a,

dan huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri

" Perdaganiaan Republik’ Indehiesia- Nomor 09/M-DAG/PER/
2/2007 dan mengatur kemball ketentuan dimaksud;

d. bahwa’ bérdasarkan’ pertlmbangan huruf a, huruf: b dan -

.huruf c d: _atas perlu menetapkan Peraturan Menter:
; w ‘

Menglngat ) S ' o
1. Bedn]fsreg[ementenngs Ordonnantle Tahun 1934
(Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahuri 1984 (BN No. 4079
hal. 5B-13B) tentang Perlndustrlan (LN Tahun 1984
- Nomor 22 TLN Nomor 3274), ] i
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 (BN No. 5806
 hal. 5B-19B. dst) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun
. 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612) sebagalmana ‘telah
- diubah dengan Undang -undang Nomor. 17 Tahun 2006

(BN No. 7446 hal 17B-24B dst) (LN RI Tahun 2006

" Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);

4. Undang-Undang. Nomor. 41 4Tahun 1999 (BN No. 6400
hal. 1B-88 dst) tentang.Kehutanan (LN Tahun 1999

. Nomor.30, TLN- Nomor 3888), :

5.. Pératuran Pemeﬂntah Republik Indoresia Nomor 6 Tahun

..-2007 (BN No.~7487 hal 12B-168 dst) tentang Tata

" . Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaai. Hutan, Serta

"+ Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir. kali
-dengan ‘Peraturan Pemerinitah Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2008 (BN No. 7630 hal, 17B-20B dst) ;
6: Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 260 Tahun
1967 (BN No. 1598 hal. 13A) tentang Penegasan Tugas
dan Tahggung Jawab Menten Perdagangan Dalam B:dang
Perdagangan Luar Negeri; "
7. Keputusan Presiden Republik Indonesna Nommor 187/M
- Tahun 2004 (BN No. 7128 hal, 118) tentang
- Pembentiikan Kabihet Indonesia Bérsatli“sebagaimana

" telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan .

Presiden R.I Nomor 171/M Tahun 2005;
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]ndustrl kehutanan sebagalmana diatur dalam Peraturan
-+ “Menteri Perdagangan Republik Indonesm Nomor 09/ M-DAG/-.

KEHUTANAN

‘Menetapkan:: . . :- ..

8. -Peraturan Pre5|den Repubhk Indonesna Nomor 9 Tahun,
2005 (BN No.. 7175 hal. 9B-168 dst) tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata.
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana

. telah 'diubah beberapa kali terakhir’ dengan ‘Peraturan
© Presiden R.I Nomor 94 Tahun 2006;

9, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 (BN No. 7220 hal. §8-128 dst) tentang Unit
Crganisasi dan Tugas Eselon T Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakHir .

" dengan Peraturan Presiden’ R.I Nomor 17 Tahun 2007;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

558/MPP/Kep/12/1998 (BN Ne. 6251 hal. 1B-3B)

- tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, sebagaimana

teiah beberapa kal diubah, te;gkhlr dengan Peraturan

" ‘Menteéri Perdagangan Republlk Indonesia Nomor 01/M—
DAG/PER/1/2007 (BN No. 7465 hal.- 11B-16B) ; -

11.Peraturan Menterl Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/

3/2005 tentang’ ‘QOrganisasi dan Tata Keqa Departemen

Perdagangan sebagalmana telah diubah beberépa kali

terakhlr dengan Peraturan Menten Perdagangan Nomor

. 34/M-DAG PER/8/2007;
. ‘12 ‘Peraturan Bersama Menteri Perindustrian :Republik Indo- .

nesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 08/M-Ind/
PER/2/2006, Nomor 01/M-DAG/PER/2/2006 dan Nomor
P. OS/Menhut V1/2006 (BN No. 7324 hal. 11B) Tentang

" Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan R.L

‘dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor
SK. 350/Menhut -VI/2004 Dan Nomor 598/MPP/Kep/9/
2004 (BN No. 7126 hal. 1B) Tentang Larangan Ekspor
Bantalan Rel Kereta Api Darl Kayu Dan Kayu Gergajlan

« EMUTLJSKAN'f;:

: ._Mencabut

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN .REPUBLIK INDONE-'
SIA NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2007 TANGGAL 14 PEBRUARL.
2007 TENTANG-KETENTUAN. EKSPOR PRODUK INDUSTRI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUST RI KEHL}TANAN
P Pasall
Dalam Peraturan Menteri Ini yang dimaksud dengan
1. Bantalan Rel Kereta Api dari kayu adalah kayu yang digergaji
~ atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau
" tidak, diampelas atau tidak, ‘dengan ketebalan, lebar dan
panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang masuk
dalam Pos Tarif/HS. 4406



2. :Kayu Gergajlan adalah kayu yang dlgergajr 'ata_u‘d[belahN

liirts .atau dikuliti, tidak, di

‘ meman]ang

- digmpélas;’ tlda'k end~]omted dengan ketebalan ‘melebihi’ 6

. mm yang masuk dalam_Pos Tarif/HS.4407.

3. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu d}ahan dan

turunannya serta barang Jadl rotan sebagarmana tercantum s+ (4) Direkhiir Jehideral menerbltkan per setUJuan atau penolakan

, ;:5 .--.D:rektur Jenderal adaiah Direktur. Jenderai Perdagangan
' Luar Negen Departemen:- Perdagangan Lo

ari: Kayui(yang termasuk

HS 4406) sebagalmana dlmaksud délam Pasal-1-angka. 1 dan-

Kayu- Gergajian. (yang: ,termasuk HS.4407): sebagatmana
‘ '-d|maksud dalam Pasal 1 angka 2 d:[arang dlekspor‘ Sr

ini,

Pasa] 4

Pasal5 o ‘

(2) Perusahaan industfi kehutanan yang dapat diakui sebagau

ETPIK adalah perusahaan indstri Kehutaran yang “telah -

memiliki izin usaha 1ndustr| yang diterbitkan berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku dan
‘memenuhi persyaratanyang d;atur dal_am Peraturan _Mentgan
. i, ' ‘

- : Pasal 6 '
‘(1) Untitk mendapat pengakuan sebagal El‘PIK perusahaan

- industri kehutanan harus mengajukan permohonan tertilis

kepada Direktur Jenderal. )
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat‘(l haru
dtlengkapl ‘dokdmen ‘sebagai bérikut: < Perih
a:~berita‘acara pemeriksaanfisik industri dan rekomendam
dari instansi teknis di daerah yang membina bidang
~ industri kehutanan sesua: dengan ketentuan yang
o berlaku; & LT
: '-'b,,lfotokopl Izm Usaha Industn (IUI) atau Tanda -Daftar
+oc Industri(TDI); =0 e - N1
- cofotokopi-Tanda Daftar Perusahaan (TDP), T
d fotokopi -Nomor-Pokok Wajib Pajak (NPWP);-dan
e. fotokopi akte notaris penditian perusahaan-beserta
perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.
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e Produk Iridustrs - Kehutanan sebagalmana dlmaksud :
dalam Pasal 1 angka 3 diatur ekspornya sesuai Peraturan Menter]

Jenderal

u,_permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) paling:
“lambat 10 (sepuluh) harl kena terhltung seJak permohonan_
dltenma y
“hial ter]adl peru han data yang terdapa’c dalam
ari perlsahaan’ mdustrr kehutanan yang telah
mendapat pengakuan sebagai- ETPIK, perusahaan wajsb
n_permohonan revisi ETPIK disertai dengan ,
rubahan ‘dimaksud” paling lambat 60 (enam
ker]a’ telah rubahan data, ~-

‘ persetu;uan atau peno[akan
27 permohonan revist ETPIK sébagaimana dimaksld pada ayat

- (5) paling lambat 10 (sepuluh) han kerja terhiting sejak
S permohonan dltenma -

Pasal 7

‘ (1)Terhadap perusahaan yang telah mendapat pengakuan

.-'sebagai ETPIK- dapat dilakukan verifikasi yang meliputi:
a. keabsahar;lw dokumen yang dipersyaratkan pada saat
TR permohonan EI'PIK sebagalmana d|maksud dalam Pasal

;. \{ltas ekspor;dan produk51 sesual dengan |2|n I:_l“ PIK

‘ w-yang dimiliki. -, g

(2) Verifikasi sebagalmana d maksud pada ayat (1) dllakukan
oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Departemen Perdagangan, Direktorat _Jenderal
- Industri- Agro. dan Kimia Departemen Penndustrlan dan
‘Direktorat Jenderal Bina: Produk5| Kehutanan Departemen
Kehutanan secara berkoordmam dan/atau ‘oleh’ surveyor
lndependen yang ditetapkan oleh Menteri,

(3)Hasxl verifikasi* sebagalmana dimaksud pata ayat (1)
dltuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi ETPIK.

‘ (4) Laporan Hasil Vérifikasi ETPIK sebagalmana ‘dimaksud pada

rayat (3) dlsampalkan kepada Direktur Jenderal paling lambat
- 30 (t:ga puluh) hari ‘setelah dilakitkan verifikasi: S
(5) Tata éara pelaksanaan verifi kasi sebagalmana dimaksud pada
" ayat (2) ‘diatur ’Ieblh !an]ut dengan Peraturan Direktur
Jenderal. -

“Pasal 817

_ (1)Set|ap ekspor produk indistri - kehutanan yang berbah‘an

‘baku kayu'ulin hargs meinperoleh Surat Persetujuan: Ekspor
(SPE) rdari+Direkturilenderal ‘sételah mendapatkan
1w rekoméndast: dari-Departemen- Kehutanan. - ¢
i:(Z)Tata -caka’mendapatkan: Jekomendasi: sebagalmana
=dimaksud+pad ‘ayat A 1)=diatur:lebih: nJut oleh Menteri
Kehutanan.. 3

.'(3)Untuk memperoleh SPE sebagalmana dlmaksud padarayat

- (1), perusahaansmdustrl kehutanan. yang: telah «diakui
. .sebagai ETPIK. harus: mengajukar] an tertul:s
kepada Direktur Jenderal clengan melamp:r ;fotokcpt
- dokumen ETPRIK dan.rekomendasn__darl Departemen

it} ,u;uan atau penolakan
na dlmaksud pada ayat (3) paling
' lambat 10 (sepuluh) han ke:ja terhltung seJak permohonan’
diterima. .~

b ' Pasal 9 ......




Pasal 9

.(1)Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam
H5.4407, HS.4408, HS.4409, HS.4410, HS.4411,
HS.4412, HS.4413, HS 4415, HS.4418,
£x.H5.4421.90.99.00 (khusus paving block' dari kayu),
HS5.9406.00.92.00 harus mendapatkan pengesahan (en-
dorsement).

{2} Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh
Menteri dengan memperhat:kan usulan darl Mentert
Kehutanan, .

{3) Dokumen asli atas endorsement sebagalmana dimaksud

' pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap
pabean yang diwajibkan untuk penyampaian
pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

(4) Tata cara pelaksanaan endorsement sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur
Jenderal. (5) Lembaga independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib melaporkan pelaksanaan endorsement
paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya
kepada Menteri, dalam hal ini Direktur Jenderal dan
tembusannya kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan
Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina
Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan.

3B

(6) Pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan yang .

_ termasuk dalam HS. 4408, HS. 4410 dan Ex HS. 4412
{khusus kayu lapis) dilaksanakan atas dasar Cost dan Freight
(C&F), Cost Insurance and Freight (CIF) serta

- pembayarannya dilakukan melalui lembaga perbankan.

Pasal 10

(1) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam
kelompok HS.4407, HS5.4409, Ex HS.4412 (khusus lami-
nated wood), Ex H5.4418 (kecuali daun pintu dan daun
jendela) dan Ex HS.9406 (khusus bangunan prefabrikasi
darl kayu) hanya dapat dilakukan setelah verifikasi/
penelusuran teknis sebelum muat barang.

{2) Verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen yang

ditetapkan oleh Menteri.
(3)Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunyai kemampuan teknis dibidang verifikasi Produk

Industri Kehutanan serta mempunyai jaringan pelayanan -

yang luas di wilayah Indonesia.

(4) Blaya yang timbul atas kegiatan verifikasi/penelusuran teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Pemerintah. (5) Hasil verifikasi/penelusuran teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bentuk -Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai
dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk
penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor
pabean.

(6)Laporan hasi! verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud pada. ayat () wajib disampaikan oleh surveyor
paling fambat tanggal 15 pada: bulan berikutnya kepada
Direktur Jenderal dengan tembusan_kepada Direktur
Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian
dan Direktur Jenderal Bina .Produksi Kehutanan
Departemen Kehutanan.
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(7N Tata cara pe]aksanaan veruﬁkasn/penelusuran teknls sebagal— :
mana dimakst pada avyat (1) diatur Ieblh lanjut dengan
Peraturan Direktur Jenderal.

~ Pasal1l : _

(1) Perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai
ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6- ayat (4) waijib
melaporkan;

4. rencana dan realisasi produk51 tahunan dan
b. rencana dan realisasi ekspor tahunan,

(2} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat akhir bulan Pebruari untuk realisasi produksi
dan ekspor tahun sebelumnya, serta rencana produksi dan
ekspor tahun berjalan dengan menggunakan format
laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, 1V, V
dan VI Peraturan Menteri ini.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen
Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi
Kehutanan, Departemen Kehutanan.

Pasal 12
Pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) dibekukan apabila perusahaan industri
pemegang ETPIK dan/atau pengurus/direksi perusahaan
industri pemegang ETPIK:

a. tidak melakukan kegiatan produksi dan ekspor dalam
jangka wakitu 1 (satu) tahun;

b. tidak melaksanakan kewajlban sebagatmana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun; |

¢. tidak melaksanakan kewajiban sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (5); atau

d. tidak menyampaikan data atau dokumen yang benar

: pada saat mengajukan permohonan ETPIK atau
permochonan revisi ETPIK.

Pasal 13
(1)Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dibekukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diaktifkan
kembali apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/
_atau pengurus/dlrek5| perusahaan industri pemegang

ETPIK: ‘
a. kembali melakukan kegiatan produk5| dan akan

. melaksanakan ekspor; -

b. dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pembekuar’ telah melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);

c. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (5); atau’

d. telah menyampaikan perbaikan data atau dokumen’
permohonan atau revisi ETPIK sesuai dengan
ketentuan.



- (2)Pengaktifan kembali ETPIK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan’ permohonan
tertulis dari pengurus/direksi perusahaan industri pemegang
ETPIK kepada Direktur Jenderal.

{3) Pengaktifan kembali ETPIK sebagaimana dimaksud pada

. ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila dokumen yang
disampaikan pada saat mengajukan permohonan atau revisi
ETPIK terbukti palsu.

. (4)Permohonan pengajuan pengaktifan kembali ETPIK
dilengkapi dengan dokumen Izin Usaha Industri atau Tanda
Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok
Wajib Pajak dan akte notaris perusahaan serta melampirkan
dokumen yang mendukung terpenuhinya slyarat—_syarat

~ pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
Pengakuan ‘sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud
dalam-Pasal 6 ayat (4) dicabut apabila perusahaan industri
pemegang ETPIK danfatau pengurus/dlrek51 perusahaan
industri- pemegang ETPIK: :

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) atau Pasal 11 ayat (1) dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

b. terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan
perizinan yang dimilikinya berdasarkan hasil verifikasi
“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

c. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana
yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK dan/atau
pelanggaran ketentuan di bidang ekspor oleh keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. telah dilakukan pembekuan ETPIK sebanyak 2 {dua) kali
dan memenuhi alasan untuk pembekuan kembali; atau

e. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap ETPIK
yang telah dibekukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 15
(1)Pembekuan, pengaktifan dan. pencabutan ETPIK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal
. 14 dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan

pembekuan, pengaktifan dan pencabutan ETPIK:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang

ETPIK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea

dan Cukai Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Industri .

Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Direktur Jenderal
Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan
instansi teknis di daerah yang membina bidang industri
kehutanan.

Pasal 16
(1) Terhadap surveyor yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {6)

dikenakan sanksi berupa pencabutan hak menerima imbalan -

jasa atas verifikasi yang dilakukan pada bulan yang tidak
dxlaporkan
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(2)Terhadap lembaga independen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (5) dan/atau kewenangannya berdasarkan penugasan
yang diberikan, dikenakan sanksi pencabutan sebagai
lembaga independen pelaksana penerbitan endorsement,

_ Pasal 17
Terhadap ekspor produk industri kehutanan yang
merupakan barang ‘contoh, bahan penelitian dan barang
keperluan pameran ke luar negeri dikecualikan dari ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan
Direktur Jenderal.
| Pasal 18
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat
diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. =

Pasal 19
Pengakuan sebagai ETPIK vang telah diterbitkan
sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri ini dlnyatakan tetap .
berlaku sepanjang tidak bertentangan deng]an ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini. S

- Pasal 20

(1) Penetapan pengecualian terhadap kriteria teknis yang dike-
luarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007. (BN No. 7485 hal, 58-
108) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri
Kehutanan dinyatakan tetap berlaky sampai 'dehgan batas
tanggal pengapalan terakhir Produk Industri Kehutanan
yang ditetapkan dalam penetapan tersebut.

(2)Dalarn hal pénetapan pengecualian terhadap kriteria teknis
tidak ditetapkan masa berlakunya maka dinyétakan tetap
berlaku sampai dengan 2 (dua) bulan sejak berlakunya
Peraturan Menteri ini.

Pasafl 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan se;ak
tanggal ditetapkan.
~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

‘pengumuman Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2008
MENTERT PERDAGANGAN R.I,
ttd.

.MARI ELKA PANGESTU



PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN WAJIB ETPIK

5B

LampiranI:

NO. NOMOR URAIAN BARANG
POS TARIF (HS) :
1. Ex. 4401 dan Ex. 4404 Serpih Kayu _
2 Ex. 4407 kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya
) ' sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm
(545) = :
3 Ex. 4407 kayu olahan yang diperoleh dengan-menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan
dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi
- 6 mm - ‘ ’ B : . ‘
4 4408 Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur,
; _ dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau “end jointed” maupun tidak dengan
: ketebalan tidak melebihi 6 mm. _

5 4409 Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk
tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan
alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pole bentukan, dibundarkan atau

) semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas
' atau “finger-jointed”. Co
6 | 4410 Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin
T lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
7 4411 - Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin fainnya, direkatian
. dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak. :
8 4412 Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
g 4413.00.00.00 Kayu dipadatkan berbentuk block, pefat, jalur atau profil.
10 4414.00.00.00 Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
i1 4415 : Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gefondong kabel dari|
- N kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
12 4416 Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya
dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
13 4417 Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan
: : pegangannnya, dari kayu; acuan dan kelebut sepatu bot atau sepatu, dari kayu.
14 4418 Perabét dan bahan pembangun rumah dari kayu, temasuk panil kayu seiular, rakitan
- pane! penutup lantai, atau sirap dan “shake”.
15 4419.00.00.00 Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu
16 4421.90.20.00 Batang kayu korek api.
17 Ex. 4421.90.99.00 Paving Blok dari kayu.
18 . ' Kayu Cendana dan produk kayu Cendana.
19 4601.22.00.00 Lampit dan Tirai dari rotan.
20 4602.12.00.00 - Keranjang dan anyaman dari rotan.
21 .9401.51.00.10 Tempat duduk dari rotan. ‘ -
22 9401,61.00.00 Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup.
23 9401.69.00.00 Lain-lain(Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi fapisan penutup)
24 -9403.30.00.00 'Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor.
25 9403.40.00.00 Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
26 9403.50.00.00 Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.
27 9403.60.00.00 Perabotan kayu lainnya. ' .
28 9403.81.00.10 Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.
29 9403.90.00.00 Bagian Perabotan dari Kayu '
30 9406.00.92.00 - Bangunan Prefabrikasi dari kayu

LampiranIl:

KRITERTIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK INDUSTRI

1. Ukuran dan tingkat olahan

a. Kayu olahan dalam bentuk $4S

KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

(surface four side) yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.
Berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebib dari 10.000 mm2.
Berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan iuas penampang tidak lebih dari 4.000 mmZ2.

Business News 7672/6-6-2008 ‘



L3

b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau F4E yang termasuk

HS.4409:

Preduk kayu -olahan turunan dari ‘84S yang diberi sudit

{engkung ;pada 2 (dua) sudut (E2E) dtau 4 ‘(empat) sudut

(E4E) dengan ‘keterituan ‘sudut lengkung minimal 3 mm

(R3).

- Berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas
penampang tidak lebih dari 10.600 mm2. o

- Berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas
penampang tidak lebih dari 4.000 mm2.

. Finger Jointed yang termasuk HS.4407:

Praduk kayu elahan yang dihasilkan dengan menyambung

kayu gergajian yang telah dikeringkan.dan diketam
keempat ‘sisinya setelah proses finger jointed dengan
ketentuan:panjang setiap-keping-yang disambungkan fidak
lebih dari 1:000 mm..

. Laminated Board (Jointed Board) yang termasuk HS:4412:

Produk ‘kayu -olahan -yang -dihasilkan dari -penggabungan .

kepingan ‘kayu kearah -penampang lebar dengan cara
dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan
ketentuan luas penampang masing-masing keping -tidak
lebih dari 4.000 mm2. =
. Laminated Block yang termasuk HS5.4412:
Produk kayu olahan yang dihasilkan dari -penggabungan
kepingan kayu kearah penampang tebal dengan cara
dikempa (di .pres) menggunakan perekat dengan
‘ketentuan -luas penampang ‘masing-masing’ keplng tidak
lebih dari 6.000 mm2.
Decorative Profile yang termasuk HS.4409;
Produk -kayu olahan yang dihasitkan dengan membentuk
kayu dengan mesin moulder, sedemikian. rupa sehingga
menampilkan fungsi keindahan (fungsi. decorative) dan
langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali
memotongnya sesuai ukuran panjang yang dlperlukan,
dengan ketentuan sebagai berikut : -
1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm2;
2} Untdk Decorative Profile Muka lebar :
- Decorative sekurdng-kurangnya setengah (1/2)
muka [ebar pada satu sisi;
Tebal tidak lebih dari 25" mm, kedalaman decora-
tive sekurang-kurangnya 3 mm;
- Teballebih dari 25 mm s/d 50-mm, keda[aman deco-
rative sekurang-kurangnya 6 mm;
- Tebal lebih dari 50 mm, kedalaman decorative
sekurang-kurangnya 10 mm. '
" 3) Untuk Decorative Profile Muka tebal

- Decorative sekurang-kurangnya setengah (1/2)

muika tebal pada satu sisi;
- . Lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman decora-
tive sekurang-kurangnya 3 mm;

- Lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman deco- _

rative sekurang-kurangnya 6 mm;

- Lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman
decorative sekurang-kurangnya 15 mm;

- Lebar lebih dari 100 mm, kedalaman decorative
sekurang-kurangnya 20 mm.
Untuk Decorative Profile dengan ukuran luas
penampang kurang dari 1.000 mm2 tidak terkena
ketentuan ukuran dan kedalaman decorativenya.
Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman,
profile merupakan penjumlahan dari 2 {dua) sisi
tersebut.
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g. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (Door Jamb) -atau Kusen -

lendela (Window Jamb) yang termasuk #5:4489 :

‘Pengan ketertuan Huas penampang tidak lebih dari 7.200
mm2
. ‘Kayu-Profile untuk'Rangka Pintu (DeorFrame) atau; Rangka

Jendela {Windew Frame) yang termasuk :45.4409;

Dengan ‘ketentuan sebagai -berikut :

- Tebal tidak lebih dari 40 mm;

- Luas penampang tidak lebih darl 6.600° mm2.

Wall Panel yang termasuk HS5.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan

luas penampang tidak lebih dari-4.000 mm2 dalam bentuk

lidah dan alur {(tongue and groove}, alur dan alur (groove .

and groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai

berlkut

_ Lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur

dan:tinggiidah atau shiplap sekurang-kurangnya 2 mm;

- Lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mémpunyai dalam
alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya
3 mm;

- Lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan
tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.

Fiooring yang termasuk HS.4405:

Mempunyai Ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan

luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm2 dalam bentuk

_lidah dan alur (tongue and groove), alur dan alur (groove

and groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai

berlkut

"~ Lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur
dan tinggi lidah atau shiplap sekurang- kumn_gnya 2mm;

- Lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyal dalam

alur dan tinggi‘lidah atau shiplap sekurang kurangnya
3mm; -

- Lebar- Ieblh dari 100 mm mempunyai dalam alur dan
tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.

. Decking yang termasuk HS.4409:
- Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas

penampang tidak lebih dari 9.000 mm2, dengan

ketentuan:

- Dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangklrai,
kapur, ulin dan balau,

- Tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam reeded/

. groove pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;

- Tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyal dalam

reeded/ groove pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3

. mm; :

- Tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam
reeded/ groove pada sisi lebar sekurang- kurangnya 5
mm.

Bila terdapat reeded/groové pada 2 (dua) sisi maka
kedalaman reeded/groove merupakan penjumlahan dari
2 {dua) sisi tersebut.

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus
diberi reeded atau diberi 2 (dua) groove dengan jarak
yang proporsional pada sepanjang kayunya.

Floorlng untuk Truck,. Container, Ship Deck.dan Wagon

vang termasuk HS. 4409

Dalam bentuk lidah dan alur (tongue and groove) atau

shiplap, dengan ketentuan sebagai berikut:

-, Dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;

- Tebal tidak lebih dari 50 mm;

- Luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm2;

- Dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman shiplap
sekurang-kurangnya 5 mim.

Khusus pole, main sill, cross sill dan fruck body harus
disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis

~ secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus
diekspor bersamaan dengan flooringnya.




m. Palet kotak dan palet papan (HS. 4415)
Harus dalam bentuk terpasang.

n. Elemen bangunan dari kayu yang merupakan un:t kesatuan
dari bangunan (HS.4418):
Harus dalam bentuk set elemen bangunan dlsertal gambar

yang-memuat spesifikasi teknis secara Iengkap tanpa -

merubah bentuk dan memotongnya.’

o. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406): |
Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai
dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara
lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

p. Post dan Beam yang termasuk HS.4409: ‘
Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi reeded/
groove, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm2
mempunyai reeded /groove pada 2 (dua) sisinya,
dengan kedalaman pada masing- masmg sisi sekurang-
kurangnya 2 mm;

- . Luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm2
mempunyai reeded /groove pada 4 (empat) sisinya,
dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-

" kurangnya 2 mm;

- luas penampang diatas 8.100 mm2 sampai dengan

14.400 mm2 mempunyai reeded/groove pacla 4

(empat) sisinya, dengan kedalaman pada masmg—masmg-

- sisi sekurang-kurangnya 4 mm..
q. Window Board yang termasuk HS.4409
-Dengan ketentuan sebagal berikut:
- Salah satu sisi tebal diberi bentukan profile bulinose
(lengkung setengah lingkaran);
- Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;
- Luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm2i.
2. Toleransi ukuran dan kecacatan
a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan
toleransi ukuran sebagai berikut:
- - Teba! tidak lebih dari 0,5 mmy ,
. Lebar tidak lebih dari 1 mm; ]
- Panjang tidak lebih dari 50 mm.

78..

b. Cacat karena pengerjaan mesin ( machine - defect ) .

diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume
yang diekspor.

Lampiran III:

" LAPORAN RENCANA PRODUKSI TAHUNAN
TAHUN :

Nama Perusahaan :
Nomor ETPIK :

Jumlah Barang

No. | Uraian Barang _
. Jumlah | Satuan

TOTAL
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LampiranIV:

LAPORAN REALISASIT PRODUKSI TAHUNAN

TAHUN :
Nama Perusahaan :
Nomor I:‘l'PIlK : .
|
i j T
Jumlah Barang
No. Uraian Barang

Jumlah| Satuan

TOTAL

Lampirar{ V:

LAPORAN RENCANA EKSPOR TAHUNAN |

TAHUN:
* Nama Perusahaan :
Nomor ETPIK @
No.| Pos Tarif | Uraian Bérang ~ Jumlah Barang | Negara
(HS}) ] — Tujuan
. . Jumlah | Satuan
TOTAL ? g 1

Lamplran VI:

LAPORAN REALISASI EKSPOR TAHUNAN

TAHUN :
Nama Perusahaan :
Nomor ETPIK
Pos Jumiah Barang { Nilai Barang _
No.j Tarif| Uraian - : : : Negara
Barang|Jumlah Satuan Nilai  (MTU *¥)§ Tujuan

(HS)

“TOTAL

Keterangan :

*) MTU : Kode Mata Uang Negara

(Mi)




PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG
BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN
SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA
PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN

 DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK 03/2008 tanggal 23 Mei 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang ; ‘
bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah
untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau
oleh masyarakat lapisan bawah, berupa rumah sederhana,
rumah sangat sederhana, dan rumabh susun sederhana untuk
dimiliki dan untuk menyesuaikan perubahan batasan maksimum
harga jual rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang
-diperbolehkan untuk dibeli melalui Kredit Pemilikan Rumah
bersubsidi baik syariah maupun konvensional, periu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007
tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah sangat
Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama
Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas
Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai;
Mengmgat :

. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 (mv No. 3996

hal. 1B-13B dst)tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang :

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI
Tahun 1983 Nomor 51, TLN RI Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 (BN No. 6510 hal. 1B-12B) (LN
RI Tahun 2000 Nomor 128, TLN RI Nomor 3986); ‘
2. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 (BN No.
6566 hal. 158-168)tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(LN RI Tahun 2000 Nomor 262, TLN RI Nomor 4064)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2003 (BN No. 6937 hal. 2B-4B) (LN -

RI Tahun 2003 Nomor 79, TLN RI Nomor 4302); |

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (BN No.
7297 hal. 1B);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003
(BN No. 7001 hal. 11B-158 dst) tentang Pelaksanaan
Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan
atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu:dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu; -

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK:03/2007 (BN

.- No. 7520 hal. 3B-4B)tentang Batasan Rumah Sederhana,

Rumah sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta

- Perumahan Lalnnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan

dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN :

! Menetapkan :

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/
-~ 2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH
* SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK
BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA
PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIL
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Pasall
_ Keten_tuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan. Rumah Sederhana, |
Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susuh Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya
yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertarnbahan Nilai' diubah sebagai berikut : -~ -

Pasal 2
(1)Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang
" dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rumah

Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh.

(RIT) yang perolehannya, secara tunai ataupun dibiayai

‘melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi,
atau melalui pembiayaan berdasarkan prlnsrp syariah, yang
memenuhi ketentuan:

a. harga jual tidak melebihi Rp55. 000 000,- (Ilma puluh
lima juta rupiah); dan

b. merupakan rumah pertama yang dimiliki, dlgunakan

" sendiri sebagai_ tempat tinggal dan tidak
dipindahtangankan dalam ]angka waktu 5 (hma) tahun
sejak dimiliki.

(2) Termasuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana
yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah
Sederharta Sehat (Rs Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh
{RIT) yang diserahkan kepada Bank dalam rangka
pembiayaan berdasarkan pnnsrp syariah yang mementhi
ketentuan:

a. -harga jual tidak meleblhl Rp55 000.000,~ (lima puluh -
lima juta rupiah);

b. dibeli oleh bank dengan tujuan untuk dijual kembali
kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam
rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan

¢, rumah tersebut harus dijual kembali kepada masyarakat
berpenghasilan rendah dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sejak dibeli. -

Pasal 11
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dan mempunyai daya Iaku surut terhitung
sejak tanggal 1 April 2008.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
. SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)
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+ .. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN e
vt 0 PAJAKPENGHASILANPASAL 25~ 0 o e

~

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Memmbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
Wajib Pajak, dipandang perlu untuk memberikan kemudahan
kepada Waijib Pajak dalam melakukan kewa]|ban perpajakannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (BN No. 3994
hal. 1B-208 dst} tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang_Nomor 28 Tahun_2007 -

(BN No. 7544 hal. 1B-148 dst) (LN RI Tahun 2007
Nomor 85 TLN RI Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (BN No. 3995
hal. 1B-31B dst)tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun
1983 Nomor 50, TLN RI Nomor 3263} sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang -

Nomor 17 Tahun 2000 (BN No. 6506 hal. 1B-78 dst)
{LN RI Tahun 2000 Nomor 127, TLN RI Nomor 3985),

2007 (BN No. 7616 hal. 14B-22B dst) tentang. Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
_ tentang Ketentuan Umum, dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

182/PMK.03/2007 (BN No. 7619 hal. 3B) tentang Tata
Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak
dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa
Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
_ 184/PMK. 03/2007 (BN No. 7620 hal. 1B-3B) tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan
Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak,
dan Tata Cara Pembayaran, Penyeforan dan Pelaporan
Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan
Pembayaran Pajak;
Peraturan Direktur Jenderal Pa;ak Nomor 148/P3./2007
(BN No. 7583 hal. 17B8-188B)tentang Pelaksanaan Modul
Penerimaan Negara;

ho . MEMUTUSKAN
Menetapkan o :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL "PAIAK TENTANG TATA
"CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25

Pasal 1
{1) Pajak Penghasilan (PPh) sebagalmana dimaksud dalam Pasal
25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, harus
dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir,
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. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun |

Peraturan Menteri Keuvangan Republik Indonesia Nomor .

(Peraturan Direktur Jenderal Pa]ak Nomor PER ~22/P3/2008 tanggal 21 Mei 2008)

(Z)PPh Pasal 25 bagl Wa]lb Pa]ak dengan Krlterla tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2007 yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam
+ satu Surat Pemberitahuan Masa; harus dibayar paling lama
pada akhir Masa Pajak terakhir.

{3)Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan
dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur

" nasional, maka pembayaran dapat dllakukan pada hari ketja
*berikutnya.

{4)Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah- dan
cuti bersama secara nasmnal yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Pasal 2
" Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau
Bank Devisa- Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem
pembavyaran secara on-fine. .

Pasal 3 :

(1)Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrast lain
yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

(2)SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak
apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima
pembayaran yang berwenang atau apabila telah
mendapatkan validasi.

(3)SSP atau sarana administrasi lain sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) dianggap sah dpabila telah divalidasi dengan
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). -

(4) Nomor Transakst Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor
yang tertera pada bukti penerimaan negara yang
diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

{5) Modul Penerimaan Negara (MPN} adalah modul penerimaan
yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan,

- penyetoran, ~pengumpufan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan
penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

: Pasal 4 -
(1) Wajib Pa]ak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25
pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

" Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN,

maka Surat Pemberitahuan Masa PPh. Pasal 25 dianggap
. telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan
- tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

(2)Wa]|b Pajak dengan jumiah angsuran PPh Pasal 25 Nihil
atau angsuran PPh Pasal 25 dalam. bentuk satuan mata
uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak
secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN,

. tetap harus menyampaikan Surat Pembentahuan Masa PPh
Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku C




(3) Pembayaran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud ‘dalam’. S

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan : :

1. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum
melewat! batas akhir pelaporan, dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ¢ ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomgor 28 Tahun
2007; atau ' .

. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan
pelaporan, dikenai-sanksi administrasi berupa bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan
denda sebagaimbna dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

. Undang-Undang Nomor 6 Tahyn 1983 tentang

. Ketentuan Umum dan- Tata-Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang_Nomor 28 Tahun_2007.
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SR . Pasal 5
" Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak
tanggal. ditetapkan. o o
Agar setiap. orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan’ Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalami Berita Negara Republik Indonesﬁa.
Ditetapkan di _Jékarta. )
Pada tanggal 21 Mei 2008 -
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
O ttd.
DARMIN NASUTION
" NIP 130605098

(Ws)

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGENAAN SANKSI *
ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKST

~ ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
(Peraturan Menteri Keuangan No. ‘78/PMK.04/2008, t_anggaI.23 Mei 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : - :

a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008
tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di
Bidang Kepabeanan telah diundangkan pada tanggal 11
April 2008 dan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara
kepada Menteri Keuangan melalui surat Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Undang-Undang Nomor: B-1633/
Setneg/D-4/04/2008 tanggal 17 April 2008, sehingga
implementasi dari ketentuan tersebut baru dapat
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- terhitung sejak tanggal 25 April 2008;

. bahwa dalam rangka menjaga iklim. investasi agar tetap
kondusif sehubungan dengan berlakunya ketentuan baru
sebagaimana_ diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2008, perlu diberikan kepastian hukum terhadap
pengenaan ‘sanksi administrasi berupa denda, yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu sebagaimana tersebut pada
huruf a; : :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
-pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi ‘Administrasi
Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan Berdasarkan Perat-
uran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (BN No. 5806
hal. 5B-19B dst) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun
1995 Nomor 75, TLN Tahun' 1995 Nomor 3612)
. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 (BN No. 7446 hal. 17B-24B dst) (LN
- RT Tahun 2006 Nomor 93 TLN RI Nomor 4661); .
Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008
(BN No. 7663 hal. 98-128B) tentang Pengenaan Sanksi
- Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan (LN RI
Nomor 53, TLN RI Nomor 4838); _
. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (BN No.
7297 hal. 1B); ' s

Mengingat @
1.
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_ MEMUTUSKAN :
Menetapkan : -~ - . ' e
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGENAAN
SANKSI: ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG
KEPABEANAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI

ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN.

Pasal 1 - .
Pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang
kepabeanan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008
tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di

Bidang Kepabeanan.

Pasal 2 ) ‘
- Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai
berlaky, terhadap penetapan sanksi administrasi berupa denda

" di bidang kepabeanan atas tindak pelanggaran administrasi di

bidang kepabeanan, yang telah diterbitkan sampai dengan
tanggal 24 April 2008, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3 .
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada.
tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung
sejak tanggal 25 April 2008. - T T
‘ -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
" pada tanggal 23 Mei 2008 _
© MENTERT KEUANGAN, T
' SRI MULYANI-INDRAWATI -

(vy
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o . P E LAYARAN R
(Undang Undang Republlk Iidonesia’ Nomor 17 “TFahun 2008 tangga] 7 Mel 2008)
. [ Sambungan Busmess News No 7671 hal, llB 168 ]

Pasalzzo

Pasa! 269 mencakup: -
a. 5|stem informa eralran palmg sedlkntmemuat
1) usaha dan kegiatal angkutah"dl perairan; ,
-2 Larmada dan kapamtas.ruang kapal nasmnai

) muatan'kapal dan pangsa muatan kapa] nasmnal
e A usaha dan, kegiatari ]asa‘terkart dengan angkutan d|

pera:ran, dan - ! ST .
5y -trayek angkutan di peralran
. shursistem anformasn pelabuban. paling sedikit memuat:
" raDekedalama .alurdan kilam pe[abuhan, L

o 12) kapasntasdén kond|S| fasilitas pelabuhan;, - ., . »

©.3) - aruspeti kemas, barang,dan-penumpang di pelabuhan
. 4) aruslalulintas kapal di pelabuhan -
5) kinerja pelabuhan;
&) operator terminal di pelabuhan
- 7) Aarifjasa) kepelabuhanan, dan ” i
- -i"‘8) Rencana indi 'k?: Pelabuhan dan/atau rencana
--'pembangunan pelabuhan
- snstem |nforrnaS| keselamatan dan keamanan pelayaran pallng
sedikit memuat: R
1) : kondisi® angln arﬁ@’gelombang, dan pasang surut;
3 Bantu Nawgam Pe!ayaran,

R N S

} Penyelenggaraan sllistem 1hfor'n‘1as:'p,‘ layaran ch!akukan dengan ’

membangun dan mengembangkan Jarlngan lnforma5| secara
efektf, ernen, dan terpadu yang melibatkan pihak terkait dengan

' ‘memanfaatkan perkembangan teknolog| |nformaSI dan kOmUI'IIkaSI :

+-Pasal 272 i
(1) Senap orang yang melakukan kegiatan d[ bldang vpelayaran Wa]Ib
menyarmpalkan data dan informasi keguatannya kepada Pemerintah
dan/atau pemetintah daerah. . -
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T gistéin informasi pelayaran sebagaimana dlmaksud dalam :

@ Pemenntah dan/atau pemennta qlaerah melakukan pemutakhlran :

' data dan lnforma5| pelayaran ecara penodlk untuk menghasﬂkan
data dan informasi yang sesual dengan kebutuhan, akurat terkini,
dan dapat dlpertanggungjawabkan .

(3) Data dan informasi pelayaran didokurrientasikan dan dipublikasikan
serta dapat diakses. dan dlgunakan oleh. masyarakat yang
membutuhkan dengan memahfaatkan tekno!ogn informasidan

komunikasi.

(4) Pengelolaan sistem- nnformasy velayaran oleh Pemermtah dan
- pemerintah. daerah dapat i _melaluu ker_|a sama dengan
pihak lain. :

_-(5) Ketentuan lebih lan]ut ;mengenaitata cara 'penyampalan dan
‘ pengelolaan sistem informasi pe[ayaran dlatur dengan Peraturan,
Menten . ot . )

el Pasal 73 L :
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagalmana dlmaksud :
‘ dalam Pasal 272 ayat (1) c[apat dikenakan sanksi administratif,
~-berupa: - DR :
a, perl__ngatan ol o
«'b. pembekuan. izin, atay
" . pencabutan izin,
(2) Ketentuan:lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan

‘sanksi administratif serta besarnya denda- administratif

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerlntah ‘
BABXVI T
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 274
(1) Dalam rangka menmgkatkan penye!enggaraan pelayaran secara
' 7 optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan setuas-
Iuasnya untuk berperan serl:a dalam kegiatan pelayaran.”’
(2) Peran’sértd masyarakat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
_berupa .
i Memantau dan men]aga te ban'penyelenggaraan kegiatan

d. menyampaikan pendapa an pe mbangan kepada pejabat
yang berwenang terhadap kegtalan penyelenggaraan kegiatan

€. ‘melaksanakan gugatan perwaknan terhadap kegnatan
pelayaran yang mengga‘nggu meruglkan dan/atau .

masukan, pendapat qan ertlmbangan yang dlsampalkan oleh
masyarakat sebagalmana pada ayat () huruf b, huruf
. L,dan hurufd o
(4) Dalam melaksanakan _perk‘ ] gsebagalmana d|maksud pada
- ayat(2) masyarakat ikut nggung jawab menjaga ketertiban
serta keselamatan dan keamanan pe!ayaran

F?asal 275.....



Pasal 275"

(1) Peran sefta masyarakat sebaga1mana dimaksud da]am Pasal 274 y
ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, -
organisasi profesi, badan usahia, atau organisast kemasyarakatan - -

lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan,

.(2) Kétentian iebih lanjut ‘mengénai peran serta masyarakat

sebagalma‘na dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan
Menten

: " BABXVI :
' PENJAGAAN LAUT DAN PANT, AI
o (554 AND COAST GUARD)

Pasal 276 P
(1) Untuki menjamln terselenggaranya keselamatan dan keamanan dl
“laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di laut dan pantai.
(2) Pelaksanaan fungsi sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) dllakukan
+ oleh penjaga latt dari pantai. - -

(3) Penjaga laut dan pantai sebagalmana dlmaksud pada ayat @
- dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara . -

teknis operasicnal dllaksanakan oleh Menten

C (1) Dalam melaksanakan fungs1 sebagalmana dtmaksud daIarn Pasal

276 ayat (1) penjaga laut dan panitai melaksanakan tugas: -

a. _melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan
pelayaran;

. b. - melakukan | pengéwasan, pencegahan dan penanggulangan ’

-0 pencemaran di laut; - .
© .G pengawasan: «dan penertlban keglatan serta Ialu Ilntas kapal
d. pengawasan dan penertiban” keg;atan salvage; peker]aan

- bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;

' e. pengamanan Sarana Bantu, NawgaSI-Pelayaran dan

f. mendukung pelaksanaan-keglalan pencanan dan per’colongan ‘

: ]lwa di Iaut

" hukumdilat —
b.. menyusunkebuakandanstandarproseduroperas enega
" hukum di laut secara terpadu; ’
: kegiatan penjagaan, .pef

s D Pl

b. melakukan penge1aran seKetika (hotpursutt)' ‘
c. memberhentikan dan memenksa kapal d; Iaut dan i
d. melakukan’ penyldlkan '

2 Dalam melaksanakan kewenangan sebagalmana dlmalsud pada ' ‘
ayat'(1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas '
sebagal Pejabat Penyldlk Pegawal Negeri Sipil sesua| dengan_

‘ketentuan peraturan perundang—undangan
{3) Keténtuan lebih anjut mengenai kewenangan pen]aga Iaut dan’
pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 279 .

(1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai
sebagalmana dimaksud datam Pasal 277 didukung oleh prasarana
-berupa pangkatan armada penjaga laut dan pantal yang berlokasi
di seluruk wu!ayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan
pesawat uclara yang bers’mtus sebagai ka pai negara atau pesawat
udara hegara. -

(2) Penjaga Jaut dan pantai wajib memiliki kualifi k351 dan kompetens

" sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan

(3) Pe|aksanaan pen]agaan dan penegakan hukum di laiit oleh penjaga
laut dan;: pantat sebagalmana dimakstd’ pada ayat (1) wajib
menggunakan dah menun]ukkan |dent1tas yang jelas,

{4) Keténtuan'lebih lanjtit merigenai identitas p penjaga Iaut dan pantai

d|atur dengan Peraturan Pemenntah

“Pasal 280-© RS

: Aparat pen]agaan ‘dan penegakan peraturan di 'bidang

pelayaran yang tidak nériggihakan dan’menunjukkan identitas yang

jelas sebagaimana dimaksuid dalam Pasal 279 ayat (3) dikenakan sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan
d| bidang kepegawaian, -+ 7. "

Pasal 281 SR .
Ketentuan Ieblh Ian]ut mengena: pembentukan serta

" organisasi dan tata kerja: penjaga laut.dan pantai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemenntah

. ,~.:‘/ : e

BABXVIT
- PENYIDIKAN
Pasal 282 |

{ (1) Selaln penyldlk pejabat |56I|5i Negara Republtk Indonesra dan penyidik -

. lainnya, pejabat pegawai negeri Slpll tertentu dilingkungan instansi -
yang lingkup’ tugas dan tanggung Jawabnya di bidang pelayaran
" diberi wewenang khusus sebagal penyldlk sebagalmana dimaksud
dalam Undang-Und

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) Berad dl bawah koordinasi
- dan pengawasan penyidik poi S publlk Indone5|a '

Pasa] 283

‘(‘1) Penytdlk sebagamana dlmaksud dalam Pasal 282 berwenang

melakukan penyidikain tmdak pldana di b:dang pelayaran

" (2) Penyidik pegawai negen su:ul sebagaimana dlmaksud pada.ayat

. (1) berwenang:
. menellt, mencari Vdan meng

T 'anﬁehubungan

d ‘melakukan penangkapan dan penahanan herhadap crang yang
. diduga melakukan tindak ptdana dibidang pelayaran;
- e ] memlnta keterangan dan buktl dan orang yang dlduga

dijadikan buktu adanya tlndak p:dana di bldang pelayaran;

g memerlksa catatan dan pembtrkuan yang diwajibkan menurut

= Unidang-Unidlang i dai pembukuan Ialnnya yang terkalt dengan
~  tindak pidana pelayaran; :

. h. mengambil sidik jari;

I merﬁggeledah....



i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang vang

terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana

di bidang pelayaran;

menyita benida-benda yang diduga keras merupakan barang

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang

pelayaran;

memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja

yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak

pidaha di bidang pelayaran;

I.  mendatangkan saksi ahli yang diperiukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang

pelayaran;

menyuruh berhent orang yang dtduga rielakukan tindak pidana

di bidang pelayaran serta niemeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

mengadakan penghentiah penyidikan; dan

melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

.
0.

. BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 284

Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk
mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau
antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
{lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).

Pasal 285 -

Setiap orang yang mefayani kegiatan angkutan laut khusus
yang mengangkut muatan barang millk pihak lain dan atau mengangkut
muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan
atau barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda pallng banyak Rp200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

. Pasai 286

{1) Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapalnya
ke laut tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat {6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah). -

‘(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). -

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang, Nakhoda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 {sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 287

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutandi

perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalami Pasal 27
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahuin atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 288
Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan
sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah}.
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. Pasal 289 )

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan
penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 290
Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait
tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

- banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 291.

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajlbannya untuk
mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos
sebagaimana diraksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu} tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah}.

Pasal 292
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam} bulan dan denda pahng
banyak Rp100 000.000,00 (seratus juta rupiah},

Pasal 293
Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan
kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 {enam) bulan dan denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 294

O Setlap orang yang mengangkut barang khusus dan barang
berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah). '

(2) lika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merigakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 {lima ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima

+ ratus juta rupiah).

Pasal 295
Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan
barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
]uta rupiah).

Pasal 296
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak

. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). .

Pasal 257
1) Setlap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan
sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
98 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak-Rp300.000.000,00 (tlga ratus
juta rup|ah)



(2) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan
kegiatan tambat kapal dan bongkar muzt barang atau menaikkan
dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di fuar
kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk
kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp300 000.000,00 (tiga ratus juta.ru-

plah)
Pasal 298

Setlap orang yang tidak memberlkan Jamtnan atas-
pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksariakan kegiatan-

di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 2599 :
Setlap orang yang membangun dan mengopera51kan termt—

nal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud datam Pasal,

104 avat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp300 000.000,00 (tiga ratus juta
ruplah)

Pasal 300

- Setiap orang yang menggunakan termmal khusus untuk‘

kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda palmg banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus ]uta rupiah)

Pasal 301
Setlap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk
melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi
persyaratan dan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (4) atau ayat {5) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda pallng banyak Rp300.000.000,00
(tlga ratus juta ruplah)

Pasal 302

(1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya, sedangkan yang
bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tehun atau denda paling banyak
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu m|l|ar lima

ratus juta ruplah)

-Pasal 303
(1) Settap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa
memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran
serta perlindungan lingkungan maritim sgbagaimana dimaksud
" dalam pasal 122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun dan denda.paling banyak Rp300 000.000,00 (tiga.

ratus juta rupiah).
(2 Jika perbuatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mengakibatian
' kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun dan denda palmg banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
{3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengak|batkan
kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara pating lama
. 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah).
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Pasal 304
Setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemerlksaan
dan penguijian sebagaimana dimaksud datam Pasal 128 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 {enam) bulan atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -

Pasal 305 )

Setlap orang yang tidak memelihara kapalnya sehlngga fidak
memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana
dimaksud datam Pasal 130 avat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (engm) bulan atau denda palmg banyak
Rp100 000.600,00 (seratus juta rup|ah)

Pasal 306
Setiap orang yang mengoperamkan kapal yang t|dak
memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi
elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun'dan denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah): : '

Pasal 307 ] :

Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi
dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300 000 000,00
(t1ga ratus juta ruplah)

' Pasal308 -

Setiap orang yang mengoperasnkan kapal tidak dilengkapi
dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
132 ayat {1} dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda pal:ng banyak Rp300.000.000, 00 (tlga ratus juta
ruplah) :

Cos Pasal 309
Nakhoda vang sedang berlayar dan mengetahm adanya’
cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berayar namun tidak
menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/ataurinstansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahut dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

"Pasal 310
Setlap orang- yang mempeker]akan Awak Kapal tanpa
memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling
lara 2 {dua) tahun dan denda paling banyak Rp300 000.000,00 (tlga
ratus juta rupiah).

‘ Pasal 311
‘Setiap orang yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda
untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat
(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 312
Setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalarm
jabatan apa pun tanpa-disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan
keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua} tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

Pasal 313..... -




Pasal 313

Seliap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian .

dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda.paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

" Pasal 314 :
Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada
kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan
" atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah).

Pasal 315 -

Nakhada yang mengibarkan bendera negarza lain sebégai
tanda kebangsaan dimaksud dalam Pasal 167 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200 000. 000 00 (dua ratus juta ruptah)

Pasal 316 ‘

(1) Setiap drang yang dengan sengaja merusak atau melakukan
tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan
danau serta Telekomunikasi-Pelayaran sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana:

a. penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat
mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta ru-
piah);
penjara paling lama 15 {lima belas) tahun ]|ka hal itu dapat
mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu

‘berakibat kapal tenggelam atau terdampar dan/atau denda

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah}; atau
penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu pal-
ing lama 20 (dua puluh) @hun, jika hal itu dapat mengakibatkan
bahaya bagi kapal berlayar dan berakibat matinya seseorang.

()] Setlap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak
berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-
pelayaran di laut, sungai dan danau dan Telekomunikasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
‘Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika hal itu
mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar.

Pasal 317 .
Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00°

(dua ratus juta rupiah).

: © Pasal 318 )

Setiap orang yang melakukan pekerjaan pengerukan serta
reklamasi alur-pelayaran-dan kolam pelabuhan tanpa izin Pererintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dendé‘p‘aling banyak
Rp300.000.000,00 (tlga ratus juta rup|ah)

R
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Pasal 319
Petugas pandu yang melakukan pemanduan tanpa memiliki

sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 320

Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang tidak melaporkan
kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda
paling banyak RplOD.OO0.0D0,00 (seratusjuta rupiah).

Pasal 321 :
Pemlllk kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal dan/
atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan
pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta’rupiah)

) Pasal 322
_ Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan
berlayar, kegiatan atih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar
muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana déngan

- pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak

Rp100.000.000',00 {seratus juta rupiah}.

Pasal 323 - .

(1) Nakhoda yang beriayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar

- yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima)} tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).

(2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatian
kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

. dan denda paling banyak Rp1.000.0600.000,00 (satu miliar ru-
piah).

(3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana

- dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah). '

Pasal 324
Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan
penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang
bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

, Pasal 325
{1) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas,
kotoran, sampah atau bahan lain ke perair{':m di luar ketentuan
Jperaturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tlga
ratus juta rupiah).



- 168 .

" {2} Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ru-
piah).

(3) Jika perbuatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp2 500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 326

Setfap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan

mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

Pasal 327
Senap orang yang tidak mengasuransikan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda pating
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 328
Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan
berbahaya dan beracun tanpa mempefhatikan spesifikasi kapal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling fama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 329
Setiap orang yang melakukan penutuban kapal dengan tidak
memenunhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 {(dua} tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00-

(tiga ratus juta rupiah).

Pasa! 330

Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan
di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam
keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan
menyebarluaskan berita mengenai hat tersebut kepada pihak lain,
tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI
terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang
apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indo-
nesia serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) atau
ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tehun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).

Pasal 331
Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahm
terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak metnberikan
. pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada Nakhoda dan/atau
Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak RplOD 000. 000 00 (seratus ]uta rupiah). .

Pasal 332
Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat
udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap
setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
{satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah),
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: ‘Pasal 333 : o
(1) Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan ofeh
korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang
bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk
kepentingan korporaSI, baik berdasarkan hubungan kerda maupun

hubungan fain, bertindak dalam fingkungan korpora5| tersebut baik

sendir maupun bersama-sarma.

(2) Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu
korporast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan,
penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korpora5| dan/
atau pengurusnya.

Pasal 334 ]
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada
pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korpora5| it
beroperasi, atau di tempat tmggal pengurus.

Pasal 335
‘Dalam hal tindak pidana di bldang pefayaran dilakukan oleh
suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 3 (t:ga) kali darl pidana denda yang
ditentukan dalam Bab |n|

Pasal 336
(1) Setlap pejabat yang. melanggar suatu kewajiban khusus dari
jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana
. menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang

diberikan kepadanya karena jabatan dipidana dengan pidana .

penjara paling lama ! (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
{2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat
“dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak
- dengan hormat dari jabatannya.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 337

Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pélayaran'

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.

Pasal 338

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya -

manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 264 berfaku
secara mutatis mutandis untuk bidang transportasi.

Pasal 339
(1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun
fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar
muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk
kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus,
dan terminal untuk kepentingan sendiri waiib memiliki izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur perizinan-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri,

Pasal 340 :
Kewenangan penegakart hukum pada peralran Zona Exonomi
Eksklusif dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




KETENTUAN PERALTHAN
. Pasal341 - :
Kapal asifig yang saat ini masth melayanl kegiatan angkutan
faut dalam negeri tetap dapat melakukan kegiatannya paling lama 3
{tiga) tahun sejak Undang-Undang inl berlaku.

Pasal 342
Administrator Pelabuhan dan Kantor Pelabuhan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya
lembaga baru berdasarkan Undang-Undang ini.

a

Pasal 343

. Pelabuhan umum, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan
khusus, dan dermaga untuk kepentingan sendiri, yang telah
diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992
tentang Pelayaran kegiatannya tetap dapat diselenggarakan dengan
ketentuan peran, fungsi, jenis, hierarki, dan statusnya wajib
disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling Iama 2 (dua) tahun
sejak Undang Undang ini berlaku.

Pasal 344 ‘

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah
daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan
pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di
pelabuhan berdasarkan Undang-Undangini.

(2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan
oleh Badan Usaha Milik Negara tetap dlselenggarakan oleh Badan
Usaha Milik Negara dimaksud.

Pasal 345
(1) Perjanjian atau kerja sama di dalam Daerah Lingkungan Ker]a
antara Badan Usaha Milik Negara yang telah menyelenggarakan
usaha pelabuhan dengan pihak ketiga tetap berlaku.
(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atau kerja
sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak ketiga dilaksanakan
sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 346
Penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai serta
koordinasi keamanan di laut tetap dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan
terbentuknya Penjagaan Laut dan Pantai.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 347
Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan fainnya
. dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 {satu) tahun sejak
" Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 348
Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan
Syahbandar harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini berlaku.
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Pasal 349
Rencana Induk Pelabuhan Nasional harus ditetapkan oleh
Peémerintah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku. .

- Pasal 350
Pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pelabukan hub
internasional harus ditetapkan oleh Pemerintah paling flambat 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasat 351

(1) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang tefah ada sebelum
Undang-Undang ini, harus selesai dievaluasi dan disesuaikan
dengan Undang-Undang ini paling lambat 2 {dua) tahun sejak
Undang-Undang ini berlaku.

{(2) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Keperitingan pelabuhan yang belum ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 352 o,
Penjagaan Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku,

Pasal 353 .

Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 354
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (LN RI Tahtn 1992 Nomor
98, TLN RI Nomor 3493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 355
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
' pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
‘DR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta )
pada tangga! 7 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
o w
" ANDIMATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 64
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PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER - 17/P3/2008 tanggal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang :

a. bahwa Mesin Teraan Meterai yang digunakan sekarang
suclah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan dunia
usaha, karena tidak memberikan jaminan keamanan yang
memadai bagi penerimaan negara,; .

bahwa memperhatikan perkembangan teknologi informasi
dimana sudah tersedia Mesin Teraan Meterai Digital yang
memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan

memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi

penerimaan negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Penggunaan Mesin
Teraan Meterai Digital sebagai pengiimti Mesin Teraan
Meterai Manual dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

ngingat :
Undang-Un
hal 1B8-5B)tentang Bea Meterai (LM RI Tahun 1985 Nomor

69, TLN RI Nomor 3313); B
24 Tahun 2000 (BN No.

Me
1.

Peraturan Pemerintah Nomor
6459 hal 25B8-268) tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang
Dikenakan Bea Meterai (LN RI Tahun 2000 Nomor 51,
TLN RI Nomor 3950);

. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000
(BN No. 6461 hal 7B) tentang Pelunasan Bea Meterai
Dengan Menggunakan Cara Lain;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122b/PJ/

2000 (BN No. 6464 hal 5B) tentang Tata Cara Pelunasan

Bea Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai
Lunas Dengan Mesin Teraan Materai;

' MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL.

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang
dimaksud dengan : . :
1. Mesin Teraan Meterai adalah Salah satu alat pelunasan Bea
Meterai dengan menggunakan cara [ain, yang digunakan
untuk membubuhkan tanda:Bea Meterai Lunas.
Mesin Teraan Meterai Manual adalah Mesin Teraan Meterai
yang cara- pengisian depositnya difakukan dengan sistem
mek%nik yaitu dengan membuka dan memasang segel
timah. .
. Mesin Teraan Meterai Digital adalah Mesin Teraan Meterai
yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem
elektronik, dimana intervensi manusia tidak dibutuhkan
seperti Mesin Teraan Meteral sistem Deposit Code
Recrediting (DCR) atau sistem sejenis lainnya.
Deposit Code Recrediting (DCR) adalah Suatu metode
gengisitan deposit dengan menggunakan aplikasi kode
eposit. :
. Aplikasi Kode Deposit adalah Suatu aplikasi yang
membangkitkan dan mengatur kode deposit Mesin Teraan
Meterai digital, yang diinstal dalam server yang diletakkan
di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak. - -
. Kode Deposit adalah Kode yang dibutuhkan untuk
deposit Mesin Teraan Meterai Digltal.
Deposit adalah Penyetoran Bea Meterai dimuka oleh
penerbit- dokumen yang akan melakukan pejunasan Bea
Meterai dengan menggunakan Mesin Teraan Meterai.

mengisi

Pajak yang berfungsi melakukan verifikagi pembayarari
deposit dan melayani Aplikasi Kode Deposit.
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Server e-Meterai adalah Server milik Direktorat Jenderal

dang Nomor 13 Tahun 1985 (BN No. 4300 -

29 April 2008)

. Pasal 2 . '

. Pelunasan Bea Materai dengan cara pembubuhan
tanda Bea Materai Lunas Dengan Mesin Teraan Materai harus
menggunakan Mesin Teraan Materai Digital

Pasal 3 )

‘Distributor Mesin Teraan Meterai Digital menempatkan
server Aplikasi Kode Deposit miliknya di Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak sebagai penghubung antara Mesin Teraan Meterai
Digital yang akan dilayani dengan Server e-Meterai. .

Pasal4 .

(1) Waijib Pajak yang akan menggunakan Mesin Teraan Meterai
Digital harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. mendaftarkan Mesin Teraan Meterai Digital dengan
melampirkan surat keterangan layak pakai yang
diterbitkan oleh Distributor Mesin Teraan Meterai Digi-
tal ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak;

. setelah mendapat izin penggunaan Mesin Teraan

Meterai Digital dari Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak

membayar deposit ke Kantor Penerimaan Pembayaran

yang sudah on line;

mengisikan kode deposit’ yang dihasilkan oleh sistem

Deposit Code Recrediting (DCR) ke dalam Mesin Teraan

Meterai Digital yang akan digunakannya.

(2)Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti permohonan
pendaftaran dari Wajiby Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a : .
a. menerbitkan izin penggunaan Mesin Teraan Meteral

Digital paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat
permohonan diterima lengkap;

b. memasukkan informasi mengenai identitas Wajib Pajak,
dan identitas/nomor seri Mesin Teraan Meterai Digital
ke dalam Server e-Meterai. ]

{3)Modul Penerimaan Ngara {MPN) yang berada di Kantor
Pysat Direltorat Jenderal Pajak setelah menerima deposit
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
secara otomatis memberitahukan adanya pembayaran
tersebut kepada Server e-Meterai.

(4)Server Aplikasi Kode Deposit setelah menerima informasi
pembayaran deposit dari Server e-Meterai :

a. secara otomatis membangkitkan kode deposit yang
diperuntukkan khusus bagi mesin yang akan diisi
depositnya;

b. secara otomatis menginformasikan kode deposit
tersebut kepada Waijib Pajak melalui faksimili,. e-mail,
sms, terminal data, atau cara fain.

c.

Pasal 5
Mesin Teraan Meterai Manual yang.pada saat-
berlakunya ketentuan ini masih digunakan, tetap dapat
digunakan sesuai ketentuan yang berlaku-sefama 2 (dua} tahun
sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku.

: ‘ Pasal6 -
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengefahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pa[jak ini dengan -
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggat 29 April 2008
DIREKTUR JE!\(ljDERAL PAJAK

ttd.
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